
1 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang 

telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi di 

Kota Gorontalo oleh pihak Dinas Sosial yaitu: 

a. Pihak Dinas Sosial bekerja sama dengan (kamtibmas) untuk Melakukan 

Razia  di setiap jalanan yang terdapat anak jalanan. Razia yang 

dilakukan oleh petugas ini merupakan bagian dari upaya pihak 

kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat 

(Kamtibmas) di wilayah hukum Polres Kota Gorontalo. 

b. Melakukan pendataan yaitu untuk mengetahui berapa banyak yang 

tidak memiliki sanak saudara dan akan ditempatkan di panti asuhan 

guna untuk mendapatkan pelayanan yang baik seperti pembinaan, serta 

bisa meneruskan minat dan bakatnya dan yang masih memiliki keluarga 

akan dikembalikan ke rumah masing-masing. 

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat atas perlindungan hukum kepada 

anak-anak korban Eksploitasi di Kota Gorontalo yaitu : 

a. faktor ekonomi dan latar belakang kehidupan sosial psikologis orang 

tua yang relatif miskin, rendahnya tingkat pendidikan yang didapatkan 

oleh orang tua mereka. Hal ini menyebabkan orang tua anak jalanan 
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kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga taraf 

perekonomian mereka menjadi rendah. Sehingga dampaknya anak-anak 

mereka dijadikan sebagai alat untuk membantu kedua orang tua mereka 

mencari nafkah. 

b. Faktor Lingkungan yaitu lingkungan sekitar sangat mendukung/ 

mengsupport anak-anak bisa kembali ke jalanan lagi, seklipun orangtua 

mereka sudah mengingatkan agar tidak kembali lagi ke jalanan tetapi 

mereka tetap kembali ke jalanan dan juga ketidaktahuan orang tua 

mereka tentang bahaya yang ada di jalanan tersebut. Orang tua anak 

jalanan tidak peduli akan bahaya yang akan diterima oleh anak mereka 

ketika dijalanan. Padahal anak-anak begitu rentan keadaannya apalagi 

ketika anak harus berada di jalanan dari pagi hingga malam. Ini 

dikarenakan masyarakat tidak paham tentang akibat yang akan 

didapatkan oleh anak-anak di jalanan tersebut. Orang tua anak jalanan 

hanya berfikir sempit yakni terpenuhi akan kebutuhan sehari-hari 

dengan mempekerjakan anaknya tanpa memikirkan keadaan anak 

mereka ketika mengadu nasib di jalanan sebagai pengemis.
1
 

c. faktor pendidikan, minat dan kelangsungan pendidikan anak jalanan 

yang relatif rendah dan terbatas akibat tidak dimilikinya waktu luang 

yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai. 

d. Pihak Dinas Sosial Kota Gorontalo kekurangan Panti Rehabilitasi  

                                                           
1
 Hasil wawancara dengan Bapak Risky S. P. Lihu, S. St sebagai sebagai pegawai Dinas 

Sosial Kota Gorontalo bagian  Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak (SAKTI 
PEKSOS PA) pada tanggal 2 oktober 2017, diolah 
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belum maksimalnya dalam melakukan upaya rehabilitasi terhadap 

anak korban eksploitasi dibuktikan dengan adanya kasus anak 

jalanan yang terjaring razia, setelah itu dilakukan pendataan 

kemudian dilanjutkan dengan pemulangan anak-anak kepada tempat 

asal bagi yang sudah tidak memiliki sanak saudara. Tidak dilakukan 

upaya Rehabilitasi karena Pihak dinas kota gorontalo mengaku 

belum memiliki Tempat rehabilitasi yaitu sebagai tempat pembinaan 

lanjut untuk mendapatkan keterampilan, penyantunan, pelatihan dan 

pendidikan. Dalam hal ini tempat rehabilitasi sangatlah penting 

sebagai upaya untuk mencegah adanya korban eksploitasi lagi di 

kota gorontalo. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti 

mengemukakan saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan Pada pemerintah dapat lebih peka terhadap realita yang terjadi 

dalam masyarakat dan tidak menutup mata terhadap kasus kejahatan 

eksploitasi yang menjadikan anak sebagai pengemis jalanan dan juga 

diharapkan untuk pemerintah sebelum mengurusi masalah anak jalanan 

adalah harus terlebih dahulu memperbaiki perekonomian bangsa.  

Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 

“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk  memberikan perlindungan 

khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59A (C) pemberian 
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bantuan sosial bagi anak yang berasal keluarga tidak mampu.” Bilamana 

perekonomian kita sudah lebih baik, maka fenomena anak jalanan tersebut 

lama-kelamaan akan berangsur-angsur hilang, sehingga anak yang 

memiliki perekonomian rendah bisa melanjutkan pendidikan kejenjang 

lebih tinggi, dan hidup lebih baik lagi. 

2. Orang tua adalah tempat dimana anak mendapatkan kasih sayang, 

perlindungan, kenyamanan serta tempat anak-anak untuk berbagi baik 

berbagi masalah ataupun kebahagiaan. Seharusnya orang tua mampu 

menjalankan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya seperti 

memberikan kasih sayang dan tidak merampas hak anak termasuk 

mempekerjakannya sebagai pengemis. Sebagaimana yang telah dijelaskan 

dalam UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 13 ayat 1b bahwa Setiap anak selama 

dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang 

bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 

perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.  

3. Masyarakat sebaiknya meningkatkan kepedulian terhadapa anak, 

bertanggungjawab secara moril terhadap pemenuhan hak-hak anak, tidak 

acuh terhadap kasus kejahatan eksploitasi yang menjadikan anak sebagai 

pengemis jalanan dan turut serta pada perilaku berdasarkan “UU No. 35 

Tahun 2014 Pasal 72 ayat 1 Masyarakat berperan serta dalam 

Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok”, dan 

juga dijelaskan dalam Pasal 72 ayat 3c “melaporkan kepada pihak 

berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak”. Agar masyarakat lebih 
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memahami  tentang apa yang dimaksud dengan ekspoitasi, tentang bahaya 

perbuatan eksploitasi yang mengejar anak-anak disekitar mereka, dan 

harapan saya terhadap pemerintah mengawasi dan melindungi Anak 

Jalanan, Gelandangan dan Pengemis agar terhindar dari perbuatan 

eksploitasi tersebut. 
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